
BOPATI BARITO OTAR.A 
PROVIIISI KALJM&IITAII TEJIGAB 

PBRATORAII' BUPATI BARITO UTARA 
IIOMOR 1 TAROII 2019 

TENTAIIG 

PENffAPAII BATASAll J1JIILAH UAllG PBRSEDIAAII DAIi 
GAIITI UAllG PERSEDIAAII PADA PERAIIGKAT DAERAII DI LDIGKUIIGAII 

PEIIIERillTAH KABUPATEII BARlTO UTARA TABUII AIIGGARAB 2019 

DEIIGAB RABIIAT TOBAI( YAIIG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UT.ARA; 

Menirnhang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 201 Pera.tu.ran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ketentuan 
batas jumlab Uang Persediaan perlu ditetapkan dalam 
Peraturan Kepala Daerah ; 

Mengingat 

b . bahwa berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, Penetapan Batasan Uang Persediaan dan Ganti 
Uang Pada Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara Tabun Anggaran 2019 perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Dam.rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat n di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebaga:imana telah beberapa kali 
diubah terakir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat U Tanah Laut, Daerab 
Tingkat II Tapm dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat n di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 l. 
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 2756); 

2 . Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten.tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t.entang Perbendaharan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4355); 



4 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republ.ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4400); 

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 t.entang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587}, sebagaimana telab bebera.pa ka1i diubah. 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peruba.ban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
t.entang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta.ng 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teJah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae.rah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9 . Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausabaao dan Penyusunan Laporan 
Pertanggu.ng Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

10.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
66/PB/2005 tentang Pelaksanaan Pembayaran atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah .Kabupaten Barito Utara Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kabupa.ten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2016 Nomor 2, TaD1bahan Lembaran Daerab 
Kabupat.en Bari.to Utara Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabuparen Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun Anggaran 2019 (Lemba.ran Daerah 
Kabupaten Kabupa.ten Barito Utara. Tahun 2018 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 



Menetapkan 

14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang 
Peru.baban atas Pera.turan Bupa.ti Barito Utara Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bari.to Utara (Berita Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2014 Nomor 45); 

15. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati BaritD Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang 
Perubaban Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi clan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Utara (Betita Neg;ira Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 53); 

16. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33); 

MEMU1USKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN 
JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIMN 
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

L Daerah adalah Kabupaten Barito Utara; 

2 . Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito 
Utara; 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara; 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara; 

5 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah y ang selanjutnya disingkat 
PPKD adalab kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah; 

6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan 
untuk satuan kerja pe:rangkat daerah dalam melaksanakan 
kegiatan operasional kantor sehari-hari; 

7 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalab dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendabara. 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 



8. Surat Pennintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian 
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung; 

9. Surat Pemrintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) adalah 
dok:umen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 
dengan pembayaran langsung ; 

IO.Swat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) 
adalah permintaan tambahan uang persediaan guna 
mela.ksanakan kegiatan yang her sifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan u.ntuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan; 

11.Bendahara Umum Daerah yang seJanjutnya disingkat BUD 
adalab PPKD yang bertindak dalam kapa.sitas sebagai 
bendahara umum daerah; 

12.Bendabara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerab da1am rangka pe1aksanaan APBD 
padaSKPD. 

BAB TI 
BESARNYA UANG PERSEDIAAN 

Pasa1 2 

(1) Batasan Pemberian Uang Persediaan [UP) pada Perangkat 
Daerah di Linglrungan Pemerlntah Kabupaten ditetapkan 
maksimum 1/12 (satu per dua belas) dari Belanja Ba.rang dan 
Jasa Perangkat Daerah. 

(2) Besaran Uang Persediaan sebagaimaua dimaksud pada ayat (I) 
untuk setiap Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupa.kan bagian tidak terpisahkao 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) Uang Persediaan dimaksud dalam Pasa.l 2 banya dapat 
digunakan untuk belanja - belanja sebagai berikut : 

a belanja bahan pakai habis; 
b. belanja bahan/material; 
c. belanja jasa kantor; 
d. belanja premi asuransi; 
e. be1anja perawatan kendaraan bermotor; 
f. belanja cetak dan penggandaan; 
g. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, 
h. belanja sewa sarana mobilitas; 
i . belanja sewa alat berat; 
j. belanja sewa perlengkapan clan pera]atan kantor; 
k _ belanja makan dan minum; 
l. belanja perjalanan dinas; dan 
m. be1anja kontribusi dalam rangka pengembangan SOM. 



(2) Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran dengan 
uang persediaan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,­
(sepulub juta rupiah) untuk satu JPkaoao/pihak ketiga, kecuali 
untuk pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan air 
serta untuk biaya kontribusi diklat, bintek, seminar workshop 
dan untuk biaya perjalanan dinas. 

(3) Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) 
kepada Bendahara Umum Dae:rah (BUD) untuk Belanja Harang 
dan Jasa (5.2.2) dapat diajukan paling sedikit sebesar 
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Belanja Langsung 
(kelompok rekening belanja pegawai 5 .2 . l clan be1anja modal 
5.2.3) clan Pengeluaran Pembiayaan daerah (6.2) diharuskan 
deogan SPM-LS kecuali untuk biaya kontnbusi diklat, bintek, 
seminar dan workshop. 

Pasal4 

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan 
apabila dana Uang Per-seniaao (UP) telah di SPJ-kan 
(dipertanggungjawabkan) sekurang-kura.ngnya SO°/o dari dana 
UP yang telah dicairkan. 

Pasal 5 

Dalam ha) penggunaan UP be]um mencapai 500/o sedangkan 
Perangkat Daerah yang bersangkutan memerlukan pendanaan 
untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana 
kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka Perangkat 
Daerah dapat mengajukan SPP Tambaban Uang Persediaan 
(SPP-TU). 

Pasal 6 

Bat.asan jumlah pengajuan Tambahan Uang {TU) dapa1 
dilakukan apabila sisa Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi 
untuk mendanai suatu kegiatan dan ha] ini harus menda:pat 
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian 
kebutuhan dan waktn pelaksanaan. 

Pasal 7 

Dalam hal Tambahan Uang (TU) tidak babis digunakan dalam 
jangka '\\.raktu l(satuJ bu.Jan setelah SP'2D 1U diterbitkan. maka 
sisa tambaban uang persediaan tersebut han..ts disetor oleh 
bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerab 
(RKUDJ. 

Pasal8 

Dengan muJai bedakunya Peraturan Bupati ini, maka 
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor I Tahun 2018 tangga] 3 
Januari 2018 tentang Besaran Uang Persediaan {UP) dan Ganti 
Uang (GU) pada Perangkat Dae:rah dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatalrao tidak berlaku. 



BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penem.patannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Diu ndangkan dJ Muara Teweh 
pada tanggal '2- Januari 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
,· EN BARITO UTARA, 
' 

Oitetapkan di Muara Teweb 
pada tanggal 2. Januari 2019 

BERJTA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGlAN HUKUM 

NIP. 19710921 199803 1 004 
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l.AMPlRA,"I · 
PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2019TENTANG 
PENETAPAN BATASAN' JUMLAH UANG 
PERSEDlAAN DA.'°' OANTI UANG PERSEDI.AA.~ 
PADA PERANGKAT DAERAH DJUNGKUNGA."( 
PE.._\IBRINTAH KABlfPATEN BARITO lITARA 
T!\HU • A.'IGGARAN 2019 

BESA.RAN JUMI.AJ-' UANG PERS£DIAAN DAN GA.i'\'11 UANG PERSEDlAAN 
PAOA PERANGKAT DAE.RAH DlUNG"-'lJN<iAN PEMERINTAJ I 

KABUPATEN BARn'O lTfARA TAHU"i ANC-..GARAN 2019 

SK.PO I SUB UNIT 
BESAR 

UP 
Dl:NAS PENDIDIKAN 750.000.000 - -
DINAS KESEHAT-.N 600.000.000 - -~ -
DINA$ PEKERJMN UMUM DA..." PENATMN RUANG 300.000.000 
DINAS PERlJMAHAN RM."YAT. KAWA.SA.~ PEMUKIMAN DAN PERTAN l00.000.000 
BAD.AN KESATUAN BANC.SA DAN POLf'llK - -- 1 20.000.000 
SAruAN POUSI PAMONG PRAJA DA.llli PEPclADAM K.EBAKARAN 100.000.000 
BADAN PENANGGUUNGAN BENCANA DAER.AH- - 45.000.000 
D~AS SOSIAL. PE.MBEROAYMN MASYARAKAT DAN OF.SA 200.000.000 
DlNAS TENAGA KERJA. TRANSMlORASl, KOPERASI DA.~ l)hM 100.000.000 
DINAS b'.ETAHAKAN PANGAN DAN PERIKANAN 175.000.000 - - -
DI.NAS UNGk.'"CJNGAN HIDUP 90.000.000 
DINAS KEPENDUDUM_N DAN PENCATATAN SIP1L 80.000.000 
DINAS PENGENOALl!J' ~NOUDUK. h.."B DAN PBffiERDAYA.~"\ 175.000.000 
PEREMPUA.N DAN PERLINDUNGAN ANAK 
DINAS PERHUBUNGA.i'c I 00.000.000 
D_!NAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN-~ _ 200.000~000 
DINA..C, PENA."'MMAN MODAL DAN PELAYA.~AN TERPADU SAru PINTU 80.000.000 - - -
DINAS KEARSLPAN DAN PERPUSTAKAAN 50.000.000 
DINAS KEBUDAYAAN. t>ARJWJSATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 225.000.000 
OINAS PERT~lA.'l- - - - 500.000.000 
DL~ PER.DAGANGAN O.-\N PERTNDUSTRIAN 

- - -
150.000.000 

SEKRF.TARJAT DAERAH 1.000 000.000 
SEKRETARJAT DPRD 600.000.000 
KECAM.AT~~ TEWEH TE.~GAH--

-~-
50 .000 -000 

KECAMATAN TEWEH TIMUR 40.000.000 - - -
KECA.\lATAN LAHEJ 40 .000.000 
KECAMATAN GU. UNG TIMANG 50. 000 _00() -~ --
KECAMATAN MONTM.l..AT 40.000.000 
KECAMATA."i GUNUNG PUREl 40.000.000 
KECA.\'IATAN TEWEH BARU 40.000.000 
KECAMATAN TEWEH SELATA~ 

- -
40.000.000 

KECAMATAN LAH El BAR.AT 40.000.000 
INSPE~.ORAT J 50.000.000 
BA.DAN PERENCANMJr PEMBANGUNAN DAERAH. PENEUTIAN-DAN 180.000.000 
PENGEMBANGAN -- -
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 100.000.000 - -
BADAN PE~GEWLAA.N KEUANGAN DAN ASET 180.000.000 - -
PEJABAT PENGEWLA ITUA.~GAN DAERAH 25.000.000 
SADAN KEPEGA\\'AIAN DAN PENGEMBANGAN SDM 200.000.000 

;_:-:.. lluP.(ln BARnO UI'ARA 
.❖ ' .• 
'/ ,.,...,- -


